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GUBERNUR KALIMANTAN SELATARN,

Menimbang: 8. bhahwa sesuai  dengan  tunoutan perkembangan  sistom
Pemerintabhan  dan  Pembangunan  dalam  wilavah  Provimsi
Kalimantan Sclatan, maka aspek pendidikan jalur sckolah
dituntut untule mengikuti dinamika vang ada dengan identitas
yarg sesuel dalamn rangka pembinaar, pengembangan, dan
reningkatan mutu sckolah:

b.  hahwa harus adanya Penegerian pada sckolah-sckolah vang ada
maupun sekolah bam yang dibanpun pemerintah pusat dan
pemerintah daerah serta bagi sekolah-sckalah yavasan yong
memungkinkan;

¢.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peratuaran
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 |lenitang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerinlah  Provinsi
berwenang dalam memberikan Izin Pendirian, Penggabungan,
dan Penutupan Satuan l'endidikan Menengalh;

d.  bahwa Pemcrinlah Pravinsi Kalimsnian Selatan  berwenang
dalam memberikan lzin Pendirian, Penggabungan, Perubahan,
dan Penutupan Sekolah Luar Biass, dan Lembaga Pendidikan
yang diselenggarakan oleh Masyarakat, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlalo:

2, bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf &, huruf b, hurul ¢, dan hural d, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur;

Mengingat: L. Undang-Undang Namor 25 Tahun 1956 .Ja, Undang-Undang
Nomer 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara  lsin mengenai
Pembentukan Dacrali Swarantrs Tingkat | Kalimantan Scluatan

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tndonesis
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teniang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomer 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indunesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 |entang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5387) sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenitang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
teritang  Pemcrintahan Dacrah  (Lembaran  Negara Republilc
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negura Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sehagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Srandar MNasional Pendidilcan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomar 5G70);

Peraluran Pemerintah Nomor 48 Talun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Noemor 19 Tehun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilavah Provinsi
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugss
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggl dan Pengelolaan Pereguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambuhan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 rentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tshun 2017 tentang
Pemmbinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2017
Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indoncsia
Naomor 6041);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiomal Nomor 0G0/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
teniang Standar Pengelolaan Pendidikan;

Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007
tentang Standar Pengelnlaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Nonformal;

Peraluran Menteri Pendidikoan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang  Standsar  Pengelolann Pendidikan oleh  Pomeriniah
Dacerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur schagal Walkil
Pemerintah di  Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sehagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menler Dalam Negeri
Nemor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 24 Tahun 2011 tentang
Penyelengmaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Walkil
Pemerintahh di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penurupan Satuan
Pendidilcan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tehun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lemhbaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Naomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Dacrsh Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan  Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Q72
Tehun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Sclatan (Berita Dasrah Provins: Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomaor 72)
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22, Peralursn Gubemur Kalmantan  Sclatan Nomor 049

Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017 Nomaor 49);

MEMUTHUSKAN:

Keputusan Gubermur fentang Penelapan  Penegerian Sekolah
Menengah Atas Tanah Bumbu Menjadi Sckolah Menengah Azas
Negeri 2 Satul Provinsi Kalimantan Selatan, dengan  daftas
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran vang morupakan bagan
lidak lerpisahkan dart keputusan Gubernur ini,

Penetapan Penegerian Sekolah  sebagaimana dimaksud  dalam
Dikium KESATU adalah vang seinula bernama “Bekolah Mencngah
Aras Tanah Tumbu” selelah penegerian berubah menjady “"Sekolah
Menenpah Alas Negerl 2 Sarai”,

Kepurusan Guberniur ind mulai berlaka pada tanggal ditetapikan.

Diielapkan di Banjarmasin
pada tangsal

GUBERNUR EALIMANTAN SELATAN,
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1. Menteri Mendcidikan dan Kebudavaan oi Jakarta.
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Kerma DPRD Provinst Kalimantan Selatan d Banjarmasin,

Kepala Bappeda Provins: Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kepala Badan Keuangan Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan di Boanjarbaru.
Inspektur Provinst Kalimantan Selatan di Banjarbara,
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KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44 / JRKUM /2017
TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS TANALL BUMBU MENJAD] SEKOLAH MENENGATT ATAS
NEGERI 2 SATUI PROVINS| KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TANAH BUMBU

MENJADRI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SATU]
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